BAB V
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah paparan penelitian dan analisis tentang bagaimana pelaksanaan

eksekusi hak asuh anak (hadhanah) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
220/K/Ag/2024 ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan yang merujuk kepada pertanyaan penelitian sebelumnya,

yaitu sebagai berikut;
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4.1.2

4.1.3

Pengadilan Agama Bangko telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan
prosedur yang berlaku, di mulai dari permohonan eksekusi oleh Pemohon
sampai dengan dikeluarkannya surat perintah eksekusi yang dilanjutkan
dengan pelaksanaan eksekusi. Sehingga eksekusi berakhir dengan
kesepakatan perjanjian yang mana Termohon selaku kakeknya akan
menyerahkan anak Pemohon satu bulan setelahnya. Status eksekusi
berhasil dengan kesepakatan perjanjian yang ditulis dalam berita acara
eksekusi Pengadilan Agama Bangko.

pelaksanaan eksekusi pada putusan Mahkamah Agung Nomor
220/K/Ag/2024 tidak berjalan dengan lancar. Hal ini karena adanya
beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya eksekusi. Adapun
faktor penghambat tersebut yaitu Termohon tidak melaksanakan isi
putusan, anak tidak mau dieksekusi, adanya regulasi yang mengikat, dan
objek eksekusi berupa selain benda.

pelaksanaan eksekusi hadhanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
220/K/Ag/2024 memberikan dampak buruk kepada anak. Maka jika
ditinjau dari perspektif maslahah mursalah pelaksanaan eksekusi tersebut
tidak mendatangkan maslahat. Pelaksanaan eksekusi yang menimbulkan
dampak buruk kepada anak tidak sejalan dengan hadis Nabi tentang
larangan berbuat mudharat dan memberikan mudharat. Pelaksanaan
eksekusi yang mendatangkan banyak pihak serta menggunakan seragam

dinas menimbulkan rasa tidak aman terhadap psikologis anak, sehingga
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bisa berdampak kepada kejiwaannya. Pelaksanaaan eksekusi tersebut telah
mengancam beberapa prinsip dasar tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa (hifz

an-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), dan menjaga agama (hifz ad-din).

4.2 Implikasi

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak
(hadhanah) ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, dengan melihat kepada
sisi kemaslahatan anak yang akan di eksekusi. Penelitian ini bertujuan apakah
pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tersebut dapat mendatangkan maslahat
kepada sang anak atau mendatangkan mudharat. Implikasi dari temuan ini adalah
pentingnya dalam pelaksanaan praktik hukum khususnya dalam pelaksanaan
eksekusi hak asuh anak ini melihat kepada kemaslahatan anak. Proses
pelaksanaan eksekusi yang mengacu kepada prosedur pelaksanaan eksekusi
terhadap objek benda, yang dalam prosesnya mendatangkan beberapa pihak
seperti kepolisian, tidak bisa dipakai dalam pelaksanaan eksekusi kepada
objeknya anak. Begitupun eksekusi yang bersifat memaksa tidak bisa diterapkan
kepada anak yang tidak mau dieksekusi. Jika dipaksa dapat melanggar hak-hak
anak yang seharusnya dilindungi. Maka hasil penelitian ini memberikan implikasi

bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap anak dalam praktiknya mustahil dilakukan.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini yang mengkaji pelaksanaan eksekusi hak
asuh anak ditinjau dari kemaslahatan dan kepentingan anak, dapat dikemukakan
dari aspek akademik atau empris, yaitu sebagai berikut;

4.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi hak asuh
anak yang ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dengan melihat
kepada kepentingan terabit anak, yang tidak hanya sebagai penambahan
dalam ranah akademik, tetapi juga menjadi kontribusi dalam
perkembangan hukum di Indonesia. Tentunya penelitian ini memiliki
keterbatasan studi, sehingga perlu dilanjutkan kajian lebih luas terkait
perlindungan terhadap hak-hak anak, guna memberikan perspektif luas

tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, sehingga menghasilkan



4.3.2

4.4
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hukum yang secara praktiknya dapat diterapkan dimasyarakat tanpa
melanggar hak-hak tertentu.

Eksekusi hak asuh anak (hadhanah) dalam putusan Mahkamah Agung
Nomor 220/K/Ag/2024 tidak memberikan maslahat kepada anak. Hal ini
dibuktikan dengan adanya dampak-dampak buruk yang diterima oleh anak
selama pelaksanaan eksekusi tersebut. Hasil eksekusi yang berakhir
dengan kesepakatan perjanjian menjadi bukti bahwa eksekusi terhadap
anak secara praktik tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, kepada lembaga
hukum Indonesia untuk memberikan perhatian khusus kepada aturan yang
mengatur terkait eksekusi hak asuh anak, sehingga adanya kepastian
hukum yang nyata dan dapat diterapkan secara praktiknya dimasyarakat.
Tidak adanya aturan yang khusus terkait eksekusi hak asuh anak membuat
ia harus mengacu kepada aturan eksekusi secara umum yang orientasinya
kepada objek eksekusi berupa benda yang notabenenya tidak bisa
disamakan dengan manusia. Perhatian khusus ini nantinya akan
memberikan perspektif baru dalam penyelesaian perkara sengketa hak
asuh anak yang mungkin lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan
dengan eksekusi paksa, atau tetap dengan pelaksanaan eksekusi tetapi
menggunakan prosedur khusus yang menjunjung tinggi kemaslahatan

anak.

Keterbatasan Studi

Penelitian ini masih- memiliki keterbatasan studi. Penelitian ini hanya

berfokus pada analisis terhadap praktik pelaksanaan eksekusi hak asuh anak

dalam putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024 yang ditinjau dari

kepentingan dan kemaslahatan anak saja. Sehingga masih ada beberapa aspek

yang masih butuh analisis mendalam sehingga memberikan kesimpulan yang luas.

Perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai hasil putusan pengadilan yang

memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung, sehingga dapat dilihat dampak

apa saja yang diberikan kepada anak jika hak asuhnya tidak diberikan kepada

ayah

kandung. Dan juga analisis terkait disparitas putusan hakim dari tingkat
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pertama, banding, dan kasasi yang memberikan pertimbangan berbeda. Dapat
dikemukakan secara jelas apa faktor yang menjadi alasan perbedaan pertimbangan
hakim, sehingga dapat ditarik kesimpulan pertimbangan manakah yang lebih

mengedepankan kemaslahatan anak.
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